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Minuman beralkohol sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian 

menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, 

ekonomi, sosial budaya, dan kriminalitas. Bahkan, di Indonesia tingkat kejahatan yang 

timbul dari minuman beralkohol sangat tinggi. Di sisi lain, negara mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan 

perlindungan hukum terhadap dampak minuman beralkohol. Untuk melaksanakan 

tanggung jawab negara tersebut, telah ada political will yang dihasilkan sebagai suatu 

politik hukum pengaturan minuman beralkohol, baik berupa kebijakan maupun 

regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hukum positif tersebut cukup 

banyak dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu 

pengaturan yang komprehensif mengenai minuman beralkohol. 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana politik hukum 

pengaturan minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan konsep bahwa politik 

hukum berkenaan dengan kebijakan penyelenggara negara yang sedang berlaku (ius 

constitutum) serta penerapannya, dan bagaimana pengaturan kebijakan tersebut ke 

depannya (ius constituendum), maka dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana 

kebijakan minuman beralkohol tersebut dari sisi pengaturan hukumnya serta 

penerapannya di lapangan, serta menggali wacana dan arah kebijakan minuman 

beralkohol tersebut di masa yang akan datang dengan melihatnya dari berbagai 

perspektif, terutama dari perspektif yuridis, yakni hukum pidana, hukum 

ketatanegaraan, dan hukum ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan 

tersebut dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut pertama, 

bagaimana politik hukum pengaturan minuman beralkohol sekarang ini; kedua, 

bagaimana implementasi dari pengaturan minuman beralkohol tersebut; dan ketiga, 

bagaimana arah politik hukum minuman beralkohol dalam perspektif pemerintah, 

penegak hukum, akademisi, dan pelaku usaha. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terkait politik hukum 

pengaturan minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik 

Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol saat ini dan efektivitas penerapannya, serta 

merumuskan prinsip-prinsip dan arah pembaruan pengaturan minuman beralkohol. 

Kegunaan penelitian ini untuk memberikan sumbangsih dari sisi kebijakan hukum dan 

akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi pemangku 

kepentingan dalam menentukan arah kebijakan dan politik hukum pengaturan 
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minuman beralkohol, termasuk RUU Minol yang saat masih dibahas di DPR RI. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya 

yang berkaitan dengan politik hukum dan terkait hukum pengaturan minuman 

beralkohol. 

Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol merupakan penelitian kualitatif 

yang dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian 

hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan 

hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan 

penelitian hukum normatif ditekankan pada taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, 

yaitu bagaimana pengaturan mengenai minuman beralkohol pada saat ini selaras baik 

secara horizontal antar-peraturan di tingkat pusat dan antar-peraturan di tingkat 

daerah, maupun secara vertikal antara peraturan di tingkat pusat dengan peraturan di 

daerah. Penelitian hukum empiris dalam konteks efektivitas hukum atau bagaimana 

hukum beroperasi dalam masyarakat, yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan 

yang mengatur minuman beralkohol, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah 

diimplementasikan. 

Adapun unit analisis ditentukan dengan sengaja (purposive) menggunakan 

purposive sampling yang dilakukan di  Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua 

Barat. Penelitian ini juga mengambil sampel salah satu kabupaten di 2 provinsi tersebut 

yang dipandang dapat mewakili karakteristik kebutuhan data terkait fokus penelitian 

dan kompleksitas permasalahan dalam penelitian ini.  Kabupaten Lombok Utara sebagai 

salah satu unit analisis karena karakter wilayah dengan potensi pariwisata dan 

konsumsi minuman beralkohol yang tinggi. Kabupaten Lombok Utara juga sudah 

memiliki produk hukum berupa Perda yang mengatur dan mengendalikan peredaran 

minuman beralkohol, dalam kondisi sosiologis masyarakat yang islami dengan 

semangat pemerintah daerah yang mengusung slogan wisata syariah, menarik untuk 

melihat bagaimana perspektif politik hukum daerah ini terkait peredaran minuman 

beralkohol. Ironisnya, masyarakat di NTB juga memiliki kearifan lokal berupa minuman 

beralkohol tradisional seperti arak dan brem. Selain daerah ini, penelitian dilakukan 

Provinsi Papua Barat karena sudah lama diberi stigma memiliki masalah besar terkait 

peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Papua Barat hingga saat ini masih 

berjuang untuk keluar dari persoalan minuman beralkohol, meskipun Manokwari 

sebagai ibukota Papua Barat telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari 



3 
 

Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan 

Penjualan serta Produksi Minuman Beralkohol. Namun, peraturan daerah tersebut 

seolah tidak memiliki taring untuk menjerat pelaku usaha, pemasok, serta yang 

mengkonsumsi minuman beralkohol. Adapun unit analisis berupa instansi dan personal 

diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Sekretaris Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Biro Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas 

Perindustrian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Kepolisian Daerah, BPOM di daerah, 

Akademisi,  Forum Komunikasi Pedagang Minuman Beralkohol Seluruh Indonesia, 

Asosiasi Pengusaha Hotel Restoran Indonesia, dan Gerakan Nasional Anti Minuman 

Beralkohol. Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara dan focus group discussion. Data sekunder terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan 

yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

minuman beralkohol, baik yang ada di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan berbagai Peraturan Daerah. Bahan hukum 

sekunder adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, seperti buku, laporan penelitian, dan literatur lain mengenai minuman 

beralkohol. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan 

penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif  dengan menginterpretasikan, 

menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan 

tujuan penelitian. Analisis juga dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis 

deskriptif menggambarkan mengenai kerangka regulasi (pengaturan atau norma-

norma) mengenai beberapa masalah yang diteliti dan dianalisis dalam konteks politik 

hukum, sedangkan analisis preskriptif dilakukan dengan mengemukakan rumusan-

rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-

norma serta sistem pengaturan minuman beralkohol di masa yang akan datang. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan hukum atau peraturan 

perundang-undangan terkait dengan minuman beralkohol yang saat ini ada dan berlaku 

di Indonesia mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. 

Implementasi dari kebijakan hukum tersebut menunjukkan Kepolisian dalam hal 

penegakan hukum lebih sering menggunakan peraturan daerah. Permasalahan lain 

muncul dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

terkait dengan  kewenangan pengawasan ada di Pemerintah Provinsi, sedangkan 
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kewenangan untuk memberikan perizinan ada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain 

permasalahan regulasi dan implementasinya tersebut, penelitian ini mengungkapkan 

adanya gagasan arah kebijakan hukum atau politik hukum pengaturan minuman 

beralkohol untuk masa yang akan datang. 

Politik hukum pengaturan minuman beralkohol selama ini, telah diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan 

minuman beralkohol, antara lain, UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Perindustrian, UU 

Perdagangan, UU Perindustrian, Perpres No. 74 Tahun 2013, Perpres No. 44 Tahun 

2016, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No 63/M-IND/PER/7/2014 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-

IND/PER/8/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman 

Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014, 

peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Tataran 

implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain, menunjukkan 

bahwa pertama, Kepolisian dalam penegakan hukum lebih sering menggunakan 

peraturan daerah maupun undang-undang sektoral yang mempunyai relevansi dengan 

tindak pidana yang timbul sebagai akibat dari minuman beralkohol; kedua, kewenangan 

perizinan telah dilaksanakan dengan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah namun 

masih ditemukan persoalan mengenai perizinan penjualan dan peredaran minuman 

beralkohol; ketiga, Perpres No. 74 Tahun 2013 telah diimplementasikan dengan baik, 

termasuk untuk minuman beralkohol tradisional meskipun masih banyak daerah yang 

belum memiliki peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol tradisional; 

keempat, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan minuman beralkohol di tingkat 

pusat dan daerah perlu dilakukan karena arah politik hukum pemerintah pusat adalah 

pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol, sedangkan masih ada beberapa 

daerah yang mempunyai arah politik hukumnya berupa pelarangan total; kelima, 

pemerintah daerah belum dapat melaksanakan kewenangan dalam hal pendataan, 

pengawasan, dan pembinaan terhadap produksi minuman beralkohol; keenam, 

peraturan menteri dari substansi hukum bertentangan dengan peraturan Pasal 539 

KUHP terkait dengan produksi dan penggunaan minuman beralkohol tradisional; 

ketujuh, ditemukan ketidakkonsistenan antara pengaturan dengan implementasi 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 terkait dengan 
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larangan bagi setiap orang dalam mendistribusikan dan memperdagangkan minuman 

beralkohol; kedelapan, sehubungan dengan tim terpadu untuk pengawasan minuman 

beralkohol masih terhambat dengan permasalahan klasik berupa anggaran dan sumber 

daya manusia; kesembilan, perlu telaah sehubungan implikasi pengaturan bagi pengecer 

berskala kecil atau pedagang minuman beralkohol eceran di minimarket atau pengecer 

di warung kecil di berbagai wilayah sehubungan dengan substansi dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan; dan kesepuluh, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum 

tindak pidana terkait dengan minuman beralkohol sebagai akibat tidak 

terimplementasikannya beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur minuman 

beralkohol, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena 

itu dengan mengacu pada pengaturan dan implementasinya, arah politik hukum 

minuman beralkohol dalam perspektif pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan 

masyarakat terdapat beberapa gagasan kebijakan hukum untuk minuman beralkohol di 

masa yang akan datang, yaitu pertama, dari sisi penegakan hukum perlu perubahan 

kebijakan criminal agar pengaturannya lebih tertib di masing-masing daerah dengan 

melarang minuman beralkohol oplosan dan larangan bagi pengendara kendaraan 

bermotor yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol untuk berkendara di lalu 

lintas jalan; kedua, sehubungan dengan pembentukan RUU Minuman Beralkohol ada 

beberapa pihak yang menghendaki pengaturannya bersifat pelarangan namun ada juga 

yang menghendaki pengaturan dan pengendalian dengan pembatasan; ketiga, 

pengaturan minuman beralkohol tradisional diserahkan ke kebijakan masing-masing 

pemerintah daerah; dan keempat, sanksi pidana untuk minuman beralkohol diatur 

dengan undang-undangan jangan di dalam peraturan daerah. 
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